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UMKM atau usaha mikro, kecil dan

menengah adalah usaha produktif yang

dimiliki perorangan maupun badan usa-

ha yang memiliki kriteria yang ditetap-

kan dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM). UMKM

dikelompokkan ke dalam beberapa kri-

teria berdasarkan aset dan omsetnya. 

UMKM setidaknya telah menyum-

bang 90% dari kegiatan bisnis dan

berkontribusi pada 50% lapangan kerja

di seluruh dunia. Di negara-negara

berkembang UMKM formal menyum-

bang 40% dari Produk Domestik Bruto

(PDB). Angka ini akan lebih besar lagi

karena belum termasuk UMKM infor-

mal yang sebagian besar tidak tercatat.

Di Indonesia sendiri tercatat 64 juta

UMKM mewakili 99% total kegiatan bis-

nis, menyerap lapangan kerja sebanyak

97% dan menyumbang 60% PDB

Indonesia. Berdasarkan data dari

Bappeda DIY  jumlah UMKM di wilayah

Yogyakarta terus mengalami peningkat-

an setiap tahun. Sejak tahun 2018 ter-

catat hampir 260 ribu UMKM dan terus

meningkat hingga saat ini tercatat se-

jumlah 340 ribu pelaku UMKM. Pada

tahun 2022, UMKM di DIY didominasi

oleh Usaha Mikro dengan presentase

sebesar 94,51% diikuti oleh Usaha Kecil

dan Usaha Menengah yang hanya me-

nempati porsi 4,87% dan 0,62%.

Sebagian besar UMKM tersebut berge-

rak di sector usaha perdagangan. 

Kelemahan

Walaupun menjadi tulang punggung

perekonomian, UMKM yang bergerak di

berbagai bidang usaha seperti perda-

gangan, pertanian, pariwisata, kese-

hatan, konstruksi dan lain sebagainya

ini tetap memiliki kelemahan-kelemah-

an. Antara lain kurangnya akses kepada

pasar yang luas, kepemilikan sumber

daya manusia terampil yang terbatas,

sebagian besar dari mereka belum

menggunakan teknologi yang maju, ak-

ses kepada layanan keuangan khusus-

nya permodalan yang sangat terbatas.

Dan masih dapat terkendala oleh keter-

batasan infrastruktur yaitu bagi pelaku

UMKM yang berada di daerah-daerah

terpencil.

Pemerintah dari tahun ke tahun telah

berupaya untuk mengembangkan dan

memberdayakan UMKM terutama da-

lam hal untuk mengatasi kendala yang

dihadapi oleh UMKM yang tersebar di

seluruh Indonesia. Selain melalui pem-

bangunan dan perbaikan infrastruktur

seperti jalan, jembatan, rel kerata api,

bandara, stasiun kereta api, dan lainnya

pemerintah juga terus membangun

membangun dan mengembangkan in-

frastruktur konektivitas digital. Agar

para pelaku UMKM lebih dapat berkem-

bang di era teknologi sekarang ini, diha-

rapkan UMKM dapat mengem-

bangkan usaha lebih cepat tanpa

adanya hambatan keterbatasan

infrastruktur dengan adanya

konektivitas digital. 

Dengan dana yang tidak sedi-

kit pemerintah telah mem-

berikan akses digital kepada

lebih dari 20 ribu desa terpencil

melalui Satelit Palapa Ring dan

Base Transceiver Station. Dari

data yang ada tahun 2022 telah

terdigitalisasi sebanyak 17,2 juta

UMKM. Pemerintah mentar-

getkan sebanyak 40 juta UMKM

akan terdigitalisasi pada tahun

2024. 

Membantu Mendorong

Pada sisi yang lain pemerintah

melalui program Pembiayaan

Ultra Mikro (UMi) telah mem-

berikan tambahan modal kerja

dan investasi kepada UMKM.

Hal ini dilakukan untuk membantu

lebih dari 18 juta UMKM yang masih ti-

dak memiliki akses terhadap pembi-

ayaan formal. Hal lain yang tidak kalah

pentingnya di dalam membantu men-

dorong perkembangan pelaku UMKM

adalah peningkatan sinergi antara pe-

merintah dengan para pemangku kepen-

tingan termasuk BUMN, pemerintah

daerah, akademisi dan sektor swasta

agar pemberdayaan UMKM dapat ber-

jalan dengan efektif. 

Disamping melakukan pembinaan

dan pendampingan, pemerintah juga

mendorong UMKM agar menjadi pilihan

utama sebagai penyedia dalam proses

pengadaan barang dan jasa. Pemerintah

dan sektor swasta juga dapat membantu

UMKM lebih cepat maju dan berkem-

bang di masa yang akan datang.  ❑-d

*) Arisyanto, Pegawai Kanwil Ditjen

Perbendaharaan DIY Kementerian

Keuangan

Belajar dari Pemkab Kulonprogo

Arisyanto

305 wisatawan tertahan di Pulau

Karimunjawa.

-- Harus ada yang bertanggung

jawab.

***

Antisipasi cuaca ekstrem, Menhub: uta-

makan keselamatan.

-- Yang penting pelaksanaannya.

***

Konflik Kraton Solo tak kunjung usai.

-- Kekuasaan itu menggiurkan.

Mengawal UMKM,  Tulang Punggung Ekonomi

PEMERINTAH sudah memberikan

izin impor beras sebanyak 500.000 ton

kepada Bulog. Untuk realisasinya, saat

ini beras impor mulai berdatangan

melalui Pelabuhan Tanjung Priok se-

banyak 5.000 ton dan Merak sebanyak

5.000 ton, sebagai kedatangan awal. Niat

baik pemerintah melakukan ini adalah

untuk menekan harga beras kearah har-

ga yang stabil saat melakukan operasi

pasar. 

Tindakan mengimpor beras dari

Vietnam ini mendapat penentangan

dari petani lokal karena khawatir

berimplikasi pada harga jual beras

lokal. Impor yang dilakukan pemerin-

tah jika disesuaikan dengan waktu

berdasarkan Periodisasi Musim Tanam

Padi di Indonesia, maka masa tanam

utama (T1) dilakukan bulan November

dan panen raya (P1)  Februari. Kecuali

jika ada pergeseran musim tanam

dikarenakan curah hujan yang

berubah. 

Namun jika ada petani yang

menanam di musim kemarau dimana

memiliki sistem irigasi yang baik di bu-

lan Oktober (T12), maka Januari (P12)

adalah masa panen mereka. Perbedaan

masa tanam di Indonesia sudah terdata

di kementrian pertanian karena perbe-

daan cuaca/iklim  antarprovinsi. Jadi

Januari panen beras bisa saja terjadi

dan itu bersamaan dengan datangnya be-

ras impor gelombang berikutnya.

Kekhawatiran petani jika berasnya ti-

dak laku di pasaran akan sirna jika

Bulog memberikan jaminan akan mem-

beli semua beras mereka dengan harga

yang sesuai. Jaminan ini akan melindun-

gi para petani lokal dari jeratan para

tengkulak besar yang menerapkan sis-

tem ijon. Keberadaan petani lokal adalah

sinyal baik untuk program swasembada

tanpa impor di kemudian hari. Sang-

gupkah Bulog memberi jaminan untuk

membeli beras lokal sementara cadangan

beras di gudang sudah penuh? Sang-

gupkah Bulog mengatur perputaran be-

ras di pasaran dengan tujuan beras lokal

tetap laku meskipun ada beras impor?

Jika tidak ada jaminan beli hasil panen

para petani lokal, akankah mereka tetap

memiliki hasrat untuk tetap menjadi

petani? 

Bela-beli Kulonprogo

Dalam hal melestarikan petani lokal,

kita semua ada baiknya belajar pada

Pemkab Kulonprogo. Gerakan ‘Bela-beli

Kulonprogo’ sangat menginspirasi dan

mungkin cocok diterapkan di semua

pemkab di Indonesia ditengah derasnya

serangan komoditas impor dengan harga

murah. Dokter Hasto Wardoyo SP.Og se-

laku bupati Kulonprogo yang pernah

menjabat selama dua periode (2011-

2019) mewajibkan ASN Kulonprogo

membeli beras petani lokal tiap bulan mi-

nimal 10 kg.

Gerakan ini berhasil. Gerakan ini telah

memberi ruang eksis bagi para petani

Kulonprogro untuk memenuhi per-

mintaan beras di wilayah kabupaten

Kulonprogo. Dengan gerakan ‘Bela-beli

Kulonprogo’ ini, produk-produk lokal

memainkan peran penting utamanya be-

ras. Kita menurut Bupati Hasto, harus

memperjuangkan kemandirian pangan

bukan hanya ketahanan pangan. Bangsa

yang memiliki kemandirian di bidang pa-

ngan adalah bangsa yang bermartabat.

Seandainya semua pemkab di Indonesia

melakukan apa yang dilakukan oleh

pemkab Kulonprogo dalam hal ke-

mandirian pangan, maka petani lokal ti-

dak akan merasa khawatir tentang hasil

panennya. 

Keberpihakan kearah petani lokal ti-

dak hanya memusatkan perhatian pa-

da pembelian hasil panen saja

melainkan juga pada : pelatihan per-

tanian, akses mudah pupuk, dan pem-

bentukan koperasi tani. Dengan pela-

tihan pertanian maka para petani

bisa menambah jumlah panen yang

awalnya dua kali panen menjadi em-

pat kali panen dalam kurun waktu

satu tahun.

Terobosan satu tahun empat kali

panen sudah berhasil di Sukoharjo.

Jaminan ketersediaan pupuk murah

dan berkualitas turut berperan dalam

menghasilkan hasil panen yang

memuaskan. Yang terakhir adalah

bahwa petani lokal memiliki koperasi

tani sehingga lebih terorganisir dan

menjaga keseragaman/kestabilan har-

ga. Koperasi tani adalah benteng

petani dari para tengkulak curang

(mafia beras).  ❑-d

*) Andriono Kurniawan MPd,

Ketua Guru Motivator Literasi Provinsi

Banten

Andriono KurniawanPrioritaskan Keselamatan Wisatawan
MENJELANG akhir tahun

2022, hampir seluruh desti-

nasi wisata, terutama di Pulau

Jawa dipadati pengunjung,

termasuk DIY Ð Jateng. Ber-

kaitan itu para pengambil kebi-

jakan telah mengingatkan situ-

asi yang tidak kondusif me-

nyangkut cuaca esktrem hing-

ga akhir Desember. Karena

itu, Kementerian Perhu-

bungan telah mengingatkan

jajaran PT ASDP Indonesia

dan seluruh pemangku kepen-

tingan di sektor penyeberan-

gan untuk meningkatkan as-

pek keselamatan guna meng-

antisipasi cuaca ekstrem (KR

26/12).

Tertahannya 305 wisatawan

di Pulau Karimunjawa akibat

gelombang tinggi sehingga ti-

dak bisa menyeberang kem-

bali ke Jepara, memperli-

hatkan terabaikannya aspek

keselamatan penumpang oleh

biro perjalanan wisata.

Mestinya pengelola biro per-

jalanan wisata paham bahwa

cuaca belum kondusif sehing-

ga tidak berspekulasi untuk

menyeberangkan wisatawan

dari Pelabuhan Jepara ke

Karimunjawa. Akibatnya, sete-

lah penumpang berhasil dise-

berangkan, kapal tidak bisa

kembali karena gelombang

tinggi.

Wisatawan yang terdiri dari

berbagai wilayah di Tanah Air

ini akhirnya terkatung-katung

hingga beberapa hari di Pulau

Nusakambangan karena tidak

ada kapal yang berani menye-

berangkan mereka kembali ke

Pelabuhan Jepara. Dampak-

nya tentu sangat serius bagi

penumpang, mereka harus

tinggal berlama-lama di

Karimunjawa, padahal boleh

jadi mereka sudah harus be-

kerja masuk kantor dan seba-

gainya.

Belum lagi, mereka harus

mengeluarkan biaya ekstra,

baik untuk menginap maupun

keperluan lain untuk tinggal.

Meski pemerintah setempat

telah melakukan antisipasi,

misalnya dengan menyedia-

kan penginapan massal, na-

mun tetap membuat wisa-

tawan tidak nyaman karena

harus berlama-lama di tempat

itu. Kalaupun belum ada lapor-

an ada wisatawan kehabisan

bekal, kiranya pemerintah

setempat tetap harus menye-

diakan akomodasi karena

mereka tinggal di tempat yang

sesungguhnya tidak mereka

kehendaki.

Dalam kondisi seperti ini

amatlah tidak bijak bila peme-

rintah setempat hanya me-

nunggu keluhan dari wisa-

tawan yang telantar. Tanpa

mengeluh sekalipun, mereka

tidak ada pilihan dan tidak

mungkin memaksakan diri un-

tuk menyeberang karena me-

mang tidak ada kapal yang

berani membawa mereka ke

Pelabuhan Jepara akibat cua-

ca yang tidak bersahabat.

Jujur harus diakui, ini adalah

fenomena buruknya pelayan-

an wisatawan yang tentu saja

ke depan harus diperbaiki.

Mereka telah mengeluarkan

biaya yang tidak sedikit untuk

mengunjungi Pulau Karimun-

jawa. Alam memang tidak bisa

dilawan dan gelombang tinggi

juga tak dapat dicegah. Na-

mun fenomena alam ini dapat

diantisipasi. Apalagi, BMKG

telah mengingatkan ancaman

cuaca ekstrem jelang akhir

Desember ini. Selayaknya im-

bauan dari BMKG untuk was-

pada dan tidak melakukan ak-

tivitas yang potensial memba-

hayakan keselamatan masya-

rakat dipatuhi.

Kasus di atas menjadi pela-

jaran berharga bagi,  bukan

saja biro perjalanan wisata,

melainkan juga seluruh pe-

mangku kepentingan teruta-

ma di sektor penyeberangan

untuk lebih berhati-hati dan

waspada dengan tetap mem-

prioritaskan keselamatan

wisatawan. Selanjutnya, keti-

ka terjadi musibah, seperti pa-

da kasus di atas, penyeleng-

gara harus bertanggung ja-

wab dan jangan membeban-

kan kepada wisatawan. ❑-d
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Kaget, Ternyata PPKM Masih Ada
BEBERAPA hari yang lalu,

diumumkan bila pemerintah be-

rencana menghentikan Pem-

berlakuan Pembatasan Ke-

giatan Masyarakat (PPKM),

menjelang tutup tahun 2022.

Terus terang, kaget mengetahui

bahwa PPKM masih ada.

Karena dalam benak saya, su-

dah hampir setengah tahun ini

tidak ada lagi PPKM.

Bagaimana tidak? Sudah se-

jak lebaran Idul Fitri, kehidupan

di DIY rasanya baik-baik saja.

Artinya, kehidupan sudah pulih

bahkan seperti sejak sebelum

pandemi. Jalanan di Yogya

tetap macet setiap pagi � sore

ketika jam berangkat sekolah

atau bekerja. Bus-bus wisata ju-

ga memenuhi kawasan wisata.

Dan banyak pula warga yang

kemudian Ôsudah tidak menge-

nakan maskerÕ lagi ketika ke lu-

ar rumah.

Apalagi kalau ke luar kota

Yogya/DIY. Kehidupan kian

terasa sudah tanpa PPKM.

Pengenaan masker bahkan su-

dah jarang. Sehingga benar-be-

nar kaget ketika ada pemberi-

taan PPKM akan segera dihen-

tikan. Ternyata kita masih da-

lam kondisi PPKM, Mohon

maaf.  ❑-d

Novi, Timoho Yogya


